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ABSTRACT

EFFECTIVENESS TAX COLLECTION OF REGION INCOME
DEPARTEMENT TO INCREASE THE REGION OWN SOURCE
REVENUE IN PESAWARAN
(Study case at Gedong Tataan Subdistrict and Kedondong Subdistrict)
By

EVI SURYANI

This research based on how important the value of tax for Nation income. By saw
the tax result in a region, we will measure the effectiveness of that region’s tax by
comparising the target with the result. To measure the effectiveness tax of a
region income, the researcher used 5 (five) indicators as the main reference to

have the best result based on the purpose of this research.

The aim of this research is to know the effectiveness of tax collection by Region
Income Departement in Pesawaran. By the goals that researcher want from this
research, researcher used descriptive qualitative analysis. Researcher explain the
research result detailed and systematic. By using quallitative approach of this
research, researcher did interviews, observation and collect some documents

relate to this research as data collection’s technic in used.



The research result showed that overall tax effectiveness in Pesawaran Region is
not effective enough, but by the result of two subdistrict models one of them
echieve a good effectiveness of tax income in Pesawaran. The other subdistrict
has some problems to collect the tax and not yet finished resolve to it. By this
chance Region Income Departement in Pesawaran have to increase the tax income

to achieve best effectiveness for the Region.
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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

(Studi pada Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)

Oleh

EVI SURYANI

Penelitian ini didasari oleh pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi
penerimaaan Negara. Dengan melihat besar dan kecil nya realisasi Pajak Bumi
dan Bangunan di suatu daerah, kita dapat mengukur tingkat efektivitasnya. Dalam
mengukur efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan peneliti menggunakan 5 (lima)
indikator efektivitas yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian

untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Sebagai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesawaran. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti
menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan hasil
penelitian dengan secara mendetail dan sistematis. Dengan menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif, dalam melakukan penelitian peneliti melakukan



wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa secara keseluruhan efektivitas
pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pesawaran masih kurang
efektif, akan tetapi dari dua Kecamatan yang menjadi fokus penelitian yang
dilakukan satu diantaranya telah mencapai tingkat efektivitas yang sudah efektif.
Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat hambatan-
hambatan yang belum bisa diselesaikan. Dengan demikian, Dinas Pendapatan
Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan ke efektivan penerimaan pajak bumi
dan bangunan supaya tujuan yang diinginkan tercapai dan penerimaan pajak dapat

terpenuhi.

Kata Kunci: Efektivitas, PBB, Kualitatif
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu faktor
kemampuan daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang
memadai. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan
dalam sektor pajak. Dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk

meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik suatu daerah.

Tuntutan dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah yang berarti
pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan “self suporting”
dalam bidang keuangan. Sumber-sumber pendapatan daerah tidak hanya di
peroleh dari Pendapatan Asli Daerah saja, ada juga pemberian bagi hasil dari
penerimaan Pemerintah Pusat, dan diantara sumber penerimaan tersebut

adalah Pajak Bumi dan Bangunan.



Dalam proses pembangunan, pendanaan merupakan hal yang tidak kalah
penting, supaya pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa Yyang
dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain, kita mengetahui bahwa
pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin dan juga pembangunan. Sehingga pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah adalah output dari pembayaran pajak yang
diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan
penerimaan negara dalam sektor pajak pun merupakan hal yang penting pula,

karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving).

Untuk merealisasikan salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkaitan
dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, perlu adanya peran
dari beberapa pihak yang nantinya dapat terhimpun menjadi satu untuk
menunjang keberhasilan proses pembangunan, yaitu masyarakat baik
golongan atas, menengah ataupun bawah serta pemerintah sebagai pengelola
dan pengatur proses pembangunan ini. Kerjasama yang baik antara
masyarakat dengan lembaga pemerintah dapat memberikan efek positif dalam
pembangunan daerah. Karena dengan demikian, tujuan pembayaran pajak
yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara

merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi

dan/atau bangunan. Namun perlu adanya kesadaran masyarakat dalam



pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak menyebabkan jumlah
pendapatan yang diperoleh dari sektor ini menurun atau tidak memenuhi target
yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang

maksimal dari sektor pajak memerlukan metode yang tepat.

Salah satu peran pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan
suatu daerah dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah.
Sebagai salah satu indikator peningkatan proses pembangunan, pajak memiliki
arti yang penting dan menuntut masyarakat untuk dapat tertib dalam
pembayaran wajib pajak. Menurut peneliti, pembangunan daerah adalah
upaya dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan dapat dilihat secara
fisik maupun non fisik, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya

saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor
perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan
pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-
masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang
akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh. Pola

pemungutan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 23



UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan

negara diatur dengan Undang-Undang”.

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pajak tersebut peneliti dapat
mengambil dilihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa proses pemungutan
pajak yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Pesawaran masih belum
efisien sehingga kesadaran dari masyarakat pun masih belum maksimal.
Sebagai daerah otonomi baru yang merupakan pelepasan dari Kabupaten
Lampung Selatan sejak tanggal 17 Juli 2007, pemerintah Kabupaten
Pesawaran memiliki hak dan wewenangnya sendiri dalam mengatur dan
mengurus daerah otonom yang telah diberikan kepadanya. Hal ini juga tak
luput terkait dengan pendanaan untuk kepentingan publik. Dalam
melaksanakan tugas pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk
bisa menjadi mandiri dan dapat memaksimalkan potensi yang ada, kita dapat

melihat dari salah satu sumber pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran yang memiliki target yang dicanangkan setiap tahunnnya. Pada
akhir tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari Harian Pilar, sumber
pendapatan pada leading sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
memiliki target 2,6 milyar hanya tercapai Rp. 1.771.574.981 atau hanya

66,05% dari yang diharapkan (sumber: http://www.harianpilar.com/empat-

target-pad-pesawaran-signifikan/ (diakses pada hari Jum’at, 6 Maret 2015,



http://www.harianpilar.com/empat-target-pad-pesawaran-signifikan/
http://www.harianpilar.com/empat-target-pad-pesawaran-signifikan/

pukul 19.44 WIB). Pemerintah tentu memiliki pengaruh yang kuat pada
efektivitas pemungutan pajak yang dilakukan di Kabupaten Pesawaran dalam
menertibkan wajib pajak sehingga bisa menjadi penentu tinggi rendahnya

partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti tentang Efektifitas
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pesawaran dalam

peningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



B. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten

Pesawaran dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang
teori efektivitas terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan saran dan informasi khususnya Dinas
Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam rangka
meningkatkan .pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan Kabupaten Pesawaran.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

1. Efektivitas
Efektifitas merupakan suatu keadaan dimana tercapainya tujuan yang
ingin dicapai atau dikehendaki. Dalam suatu organisasi dapat dikatakan
berhasil apabila organisasi tersebut dapat mencapai target yang telah
ditetapkan sebelumnya, sehingga hal ini akan menjadi kerangka acuan
yang akan digunakan pada saat proses proses plekasanaan. Menurut Peter
F. Drucker dalam Moenir (1992:166) arti efektivitas adalah
“Effectiveness, on the other hand is the ability to choose approppriate
objectives. An effective manager is one who selects the right things to get
done”. Secara singkat pengertian efektivitas menurut Peter F. Drucker
adalah efektifitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran

yang akan di capai “doing the right thing”

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2001 : 24) “Efektivitas
merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan



sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”. Efektivitas
menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah
ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin
tinggi efektivitasnya. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004:134)
Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang yang
telah disusun pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan
yang telah dilaksanakan, sehingga apabila hasil yang dicapai semakin
baik maka dapat dinilai semakin efektif. Jika dikaitkan dengan penelitian
yang peneliti lakukan maka efektivitas yang dimaksud adalah mengukur
hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan di
Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Gedong Tataan dan
Kecamatan Kedondong. Efektif atau tidaknya pemungutan pajak bumi
dan bangunan yang dilakukan di Kabupaten Pesawaran akan dapat dilihat
dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang

telah ditentukan.



2. Jenis - Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda,
dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi
sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson,
Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang

menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja
sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah
kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.
Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya
yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap — tiap

bagiannya.

3. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan
merupakan suatu hal yang sederhana, karena suau efektivitas dapat dikaji
dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti

yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada.
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Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa
yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian,
apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai
maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur hal ini dibutuhkan
beberapa indikator-indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam

mengukur efektivitas itu sendiri.

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang
diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:132) yang menjelaskan
bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan
dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan
program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap
pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif
proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Penilaian efektivitas
intensifikasi pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan) dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran
sebagai berikut:

1. Hasil (Yield)

2. Keadilan (Equity)

3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)

4. Kemampuan Melaksanakan (Abbility to Implement)

5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local

Revenue Resources). (Devaas, 1989:62). Sedangkan menurut Halim
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(2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil
hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait
dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan

target pajak:

iz Realisasi Penerimaan PBB P2
Efektivitas PBB P2 = - X 100%
S Target Penerimaan PBB P2 °

Sedangkan menurut S.P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern
(1982:30-33) mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat
diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan
tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer
tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan
artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan
usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan
sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila
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tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan
bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas
organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut

terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran)
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di bawah
ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas
Kriteria
(Persentase %0)

>100% Sangat Efektif

90-100% Efektif
80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Yuni Mariana, 2005
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Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan
menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat
melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 60% maka
termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam
kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup
Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila

melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

B. Tinjauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan

1. Kedudukan Pajak

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada negara dan
merupakan hal yang dipaksakan menurut peraturan-peraturan serta akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang
nantinya berfungsi untuk penyelenggaraan negara. Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kini telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah,
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak
mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Hukum pajak bersifat
imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Jika mengajuan

keberatan sebelum ada keputusan dari direktur Jenderal Pajak bahwa
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keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan

terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut PJA. Andriani dalam Suparnyono (2012:31) Hukum Pajak

merupakan Hukum yang harus diberikan ruang tersendiri meskipun

memiliki hubungan dengan Hukum Administrasi Negara. Hal ini

dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan cermat

mengenai penempatan kesejajaran antara kedua hukum ini, antara lain;

a. Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi
Negara pada umumnya;

b. Hukum pajak nantinya dapat secara langsung digunakan sebagai
ketetapan sarana politik perekonomian oleh masyarakat;

c. Dalam bidang pekerjaannya, Hukum Pajak memiliki tata tertib serta

istilah-istilah yang khas didalamnya.

Dari pernyataan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa Hukum pajak merupakan hukum yang bersifat publik
yang artinya berhubungan dengan pengaturan orang banyak dalam hal ini
masyarakat dan juga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara

penguasa atau Pemerintah dengan warganya.

Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1994
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2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 Tentang

Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada

Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan/atau Bupati/Walikota Madya

Kepala Daerah Tingkat Il

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Dasar Hukum

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan dalam pasal 2 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi

dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya,

yang termasuk kedalam permukaan bumi di Indonesia adalah dataran dan

lautan yang termasuk kedalam wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan

merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan/atau perairan Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.

12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 diterangkan bahwa yang

termasuk kedalam kategori bangunan adalah:

a.

® o 0T

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang
merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
jalan TOL;

kolam renang;

pagar mewabh;

tempat olah raga;
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galangan kapal, dermaga;

taman mewah;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
fasilitas lain yang memberikan manfaat;

~ Qo

4. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan, yang termasuk dlam subjek pajak adalah orang
atau badan yang secara nyata :

a. mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;

b. memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;

c. memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;

d. memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam pasal 4 Ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa Subjek Pajak yang
dikenakan kewajiban membayar pajak akan menjadi Wajib Pajak menurut

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985
diterangkan bahwa dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas
diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan

subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
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C. Tinjauan tentang Pajak

1. Definisi Pajak

Secara umum, Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat
kepada negara yang didasarkan pada Undang-Undang, sehingga memiliki
hukum yang mengikat dan dalam pelaksanaannya bersifat wajib bagi
subyek pajak. Pemberian iuran dari masyarakat kepada negara yang
berupa pajak ini dapat dipaksakan dan tanpa mendapat kontra prestasi

secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prof. Edwin R. A.
Seligman dalam Waluyo (2005: 2) bahwa : “Tax is compulsory
contribution from the person, to the government to depray the expenses
incurred in the common interest of all, without reference to special benefit
conferred.” Yang artinya bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib
yang dilakukan oleh masyarakat kepada negaranya tanpa adanya manfaat
khusus yang ditujukan secara khusus untuk seseorang atau individu,
karena manfaat pajak itu sendiri hanya ditujukan untuk kepentingan

masyarakat.

Sedangkan menurut PJA. Andriani dalam Suparnyo (2012: 31) Pajak ialah
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang
wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam pengertian lain Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak ialah
iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor
pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (Tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk
untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat
pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang

keuangan

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi pajak menurut para ahli yang
telah dijabarkan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa
pengertian pajak merupakan iuran negara yang dapat dipaksakan dan
dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pembiayaan negara.
Masyarakat yang membayar pajak tidak mendapatkan kontra prestasi yang
artinya bahwa wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung
akan tetapi wajib pajak akan menikmati hasil dari pembayaran pajak

dimasa yang akan datang.

Terdapat ciri-ciri yang telah melekat pada pengertian pajak yang telah
disampaikan oleh beberapa para ahli di atas, antara lain:
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga dalam

pelaksanaannya dapat bersifat dipaksakan;
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b. Dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, tidak
ada kontraprestasi individual oleh individual;

c. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah;

d. Pajak dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat, yang
apabila dalam pemasukannya masih terdapat surplus maka akan
digunakan untuk membiayai kepentingan public investment;

e. Selain bertujuan untuk budgeter, pajak juga memiliki tujuan untuk

mengatur.

. Sifat dan Fungsi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (1986:5) Pajak bumi dan bangunan adalah

pajak yang dikenakan atas harta tak gerak.

Sedangkan menurut Waluyo (2005:6) dijelaskan bahwa terdapat 2

fungsi pajak, antara lain:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)
Pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran  negara melalui  pemerintah  dan
digunakan untuk kepentingan negara. Sebagai contoh yaitu,
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam

negeri.
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b. Fungsi Mengatur ( Reguler)
Hal ini berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi yaitu untuk

mengatur lalulintas kegiatan yang berada dalam bidang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan fungsi pajak adalah sebagai sumber dana yang
digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara dan tugas-tugas rutin negara dalam rangka melakukan

pembangunan.

. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16)

sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak
Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari
Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini
diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber Negara
Mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan
demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia

Untuk dapat mengenakan pajak kepada masyarakat, dibutuhkan dasar-
dasar yang mengatur dalam menjalankan wewenangnya yang

merupakan asas pemungutan pajak. Dari penjelasan di atas dalam
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asas tempat tinggal bahwa negara memiliki hak untuk memungut
pajak yang merupakan kewajiban dari wajib pajak yaitu masyarakat
yang tinggal di suatu tempat. Jika seseorang tinggal di Indonesia
maka orang tersebut wajib membayar pajak kepada negara atas
penghasilan yang diperoleh baik berasal dari Indonesia maupun
berasal dari luar negeri. Asas kebangsaan diperuntukkan bagi
warganegara asing yang tinggal di Indonesia. Pembayaran pajak yang
yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah  status
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh
penghasilan. Pada asas sumber negara merupakan objek pajak yang
timbul atau berasal dari negara itu. Seseorang atau badan akan
dikenakan pajak ini apabila penghasilan yang diperoleh bersumber

dari negara tersebut yang bersangkutan.

. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan Pajak yang
lakukan oleh negara kepada warga negaranya. Hal ini diungkapkan
oleh Mardiasmo (2006:3) bahwa terdapat beberapa teori yang
memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk
memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:
1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang
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diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh

jaminan perlindungan tersebut.

. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

kepentingan ( misalnya perlindungan) masingOmasing orang.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin

tinggi pajak yang harus di bayar.

. Teori Daya Pikul

Beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang

b. Unsur subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan

materiin yang harus dipenuhi.

. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat
dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat
harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai
suatu kewajiban.

. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan
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menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga cara menurut Waluyo

(2005:17), yaitu:

a. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang. Penggunaan sistem ini biasanya digunakan oleh
pajak bumi dan bangunan, karena melibatkan masyarakat dari semua
lapisan yaitu mereka memiliki, menguasai atau mengambil manfaat
dari bumi dan bangunan selaku subjek pajak.

Ciri-ciri Official Assessment System:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus yaitu pemerintah (kantor pajak).

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.
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b. Self Assessment System
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar. Penggunaan self assessment system ini merupakan
cara yang menuntut warganya untuk bisa melakukan pemenuhan
kewajiban pajak sendiri.  Penggunaan sistem ini memerlukan

kesadaran yang penuh dari masyarakat yang merupakan wajib pajak.

c.  With holding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini,
wajib pajak bersifat fasif pula, namun yang melakukan tanggung jawab

untuk melakukan pemotongan pajak adalah pihak ke tiga.

Selain beberapa cara pemungutan pajak yang diutarakan di atas, dalam
buku Mardiasmo (2011:15) dijelaskan bahwa dalam pemungutan pajak
dilarang diborongkan. Sehingga, setiap wajib pajak wajib membayar pajak
yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayarkan sendiri
oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan
Kepala Daera dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKDP) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota

perhitungan.
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Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayarkan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPD), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak yang berpengaruh
pada nilai pajak yang diperoleh. Menurut Mardiasmo (2006:8) hambatan-
hambatan tersebut yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara
lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang
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Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak)

F. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Menurut Suparnyo (2012: 71) terdapat beberapa dasar hukum atau

ketentuan lain yang mengatur tentang penagihan pajak di Indonesia, antara

lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 2
Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yaitu Pasal 18 tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP), Pasal 20 tentang
penagihan seketika dan sekaligus, Pasal 21 tentang hak preference
( Hak mendahului ) dan Pasal 22 tentang Daluwarsa Penagihan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
3984)

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tanggal
2 Agustus 2000 tentang Perubahan Atas Undang — undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat
Paksa. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
3987)

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember
2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 72 Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049)

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember
2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan
dari penjualan secara lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4050)

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tanggal 26 Desember
2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka
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Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4051)

6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-325/PJ/2000 tentang
Tata Cara Pemberian Anggaran atau Penundaan Pembayaran Pajak,
tanggal 30 April 2000.

7) Keputusan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan besarnya Penghapusan.

8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 565/KMK.04/2000 tentang
Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita,
tanggal 26 Desember 2000.

9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-13/PJ.75/1998 tanggal
20 November 1998 tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan
Pajak.

10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 564/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan
Pelaksanaan Surat Paksa, tanggal 26 Desember 2000.

11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 564/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah

Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa, tanggal 26 Desember
2000.

. Tinjauan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah merupakan semua hal yang dapat memberikan
kontribusi berupa potensi-potensi yang perlu digali dan digunakan untuk
keperluan pembangunan daerah. Menurut Abdul Halim (2004:94) bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan keuangan suatu
daerah, dimana sumber penerimaan keuangan itu berasal dari potensi-
potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah
dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan

daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Sumber pendapatan asli daerah menurut Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 merupakan sumber keuangan daerah yang digali
dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

a) Hasil pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai suatu

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
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disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan ini merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

. Penelitian terdahulu:

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lucia Silveria Napitupulu dan Novi
Budiarso dengan judul “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap
Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Manado”. Tujuan
penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis
penerapan pemungutan PBB-P2 serta implikasinya terhadap pencatatan
akuntansi pada pemerintah kota Manado. Metode yang digunakan yaitu
metode deskriptif. Hasil yang didapatkan setelah melaksanakan penelitian
ini yaitu bahwa penerapan pemungutan pajak bumi dana bangunan
perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah di kota Mando secara
umum berjalan dengna baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada,

meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferian Dana Pradita mengenai dengan
judul penelitian “Efektifitas Intensifikasi Pajak Bumi dan Banguna

Perdesaan dan Perkotaan serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) Kota Surabaya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu
untuk mengetahui bagaimana efektivitas intensifikasi pemungutan pajak
serta kontribusinya terhadap PAD di kota Surabaya. Hasl dari penelitian
yang telah diteliti yaitu bahwa pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak
bumi dan banguna perkotaan yang dilakukan oleh BPPK Kota Surabaya

menunjukkan kriteria yang cukup efektif.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Novi Lestari dengan judul
penelitian “Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota
Kediri pada tahun 2012-2013”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kenaikan atau peningkatan terhadap penerimaan pendapatan
daerah setelah adanya pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan di kota Kediri pada tahun 2012-2013. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan menyatakan bahwa pengalihan pajak bumi dan bangunan
dari pusat ke daerah mempengaruhi pendapatan daerah kota Kediri serta

memiliki dampak yang positif.
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Kerangka Pikir

Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom merupakan salahsatu
bentuk pendewasaan suatu daerah untuk bisa mengelola dan mengatur
rumah tangganya sendiri. Salah satu dari penyerahan kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah terkait dengan
pemungutan pajak. Pemngutan pajak ini sebagai salahsatu sumber
pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan

pembangunan daerah baik secara fisik maupun non fisik.

Target yang diberikan oleh Dirjen Pajak mengenai besarnya penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada target yang telah disampaikan
oleh daerah kepada pusat dengan melihat perkembangan yang ada pada
masing-masing wilayah. Persentase target yang ingin dicapai ada sebesar
80% dari ketetapan tahun anggaran yang dicanangkan setiap tahunnya.
Berdasarkan pada terget tersebutlah masing-masing daerah harus memiliki
cara tersendiri supaya terget tersebut dapat tercapai.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan indikator
pengukuran efektifitas berdasarkan hasil (yield), keadilan (equity), daya
guna ekonomi (economic efficiency), kemampuan melaksanakan (abbility
to omplement) dan kecocokan sumber penerimaan daerah (suitability as

local revenue resources).
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Untuk mempermudah memahami kerangka pikir yang telah diuraikan di

atas akan dijelaskan dengan gambar di bawah ini :

Ukuran Efektivitas menurut Devaas (1983:62)

Hasil (yield),

Keadilan (equity),

Daya guna ekonomi (economic efficiency),
Kemampuan melaksanakan (abbility to omplement)
Kecocokan sumber penerimaan daerah (suitability

as local revenue resources)

Sistem Pemungutan :

A 4

Official Assessment
Sistem

v

Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten
Pesawaran

/\

Tidak Efektif Efektif

Gambar 1. Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif. Sugiyono (2012:8) Metode penelitian kualitatif sering
disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan
dalam kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode
etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk
penelitian bidang antropologi budaya; disebut kualitatif, karena data yang

terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif

deskriptif yaitu bahwa sebuah penelitian kualitatif akan menggambarkan
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suatu fenomena tertentu dalam setting naturalnya yang dijabarkan dalam kata-
kata tertulis, sehingga peneliti akan mendeskripsikan suatu keadaan tertentu
dari fakta yang terjadi pada proses penelitian, baik yang berupa perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan yang lainnya tanpa memanipulasi fenomena

yang diamati.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini karena sesuai dengan jenis
penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk mendeskripsikan tentang efektif
atau tidaknya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan di Kabupaten Pesawaran khususnya pada Kecamatan

Kedondong dan Gedongtataan.

. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk mempersempit objek penelitian yang akan
diteliti. Adanya fokus penelitian dimaksudkan sebagai acuan awal untuk
peneliti. Hal ini sesuai dengan apa yang di utarakan oleh Sugiyono
(2012:207) bahwa karena luasnya masalah dalam penelitian kualitatif, peneliti
harus memberikan batasan masalah yang kemudian disebut sebagai fokus

penelitian.

Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian,
utamanya pada saat pengumpulan data yaitu untuk membedakan antara data

mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Namun menurut Spradley
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dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa “A focused refer to a single
cultural domain or a few related domains”, dalam penafsiran di atas
dikemukakan bahwa sebuah fokus penelitian merupakan domain tunggal atau

ada beberapa domain yang masih berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpukan bahwa fokus penelitian
merupakan batasan-batasan penelitian yang ditentukan oleh peneliti yang
telah disesuaikan tujuan penelitian itu sendiri, sehingga dalam proses
penelitian peneliti dapat mengikuti arah penelitian serta mengambil hal-hal
yang relevan untuk mengungkapkan jawaban dari permasalahan yang telah

dirumuskan sebelumnya.

Fokus dan indikator dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran di Kecamatan Gedong Tataan dan
Kecamatan Kedondong yang nantinya akan berpengaruh pada Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Pesawaran. Dalam mengukur efektivitas Pajak Bumi
dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat dengan beberapa
indikator efektivitas yang meliputi; hasil, keadilan, daya guna ekonomi,

kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sumber penerimaan daerah.
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan
oleh peneliti dilaksanakan pada Bulan Mei sampai selesai. Dipilihnya
Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Kedondong di Kabupaten
Pesawaran sebagai lokasi penelitian karena terdapat perbedaan yang cukup
signifikan terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan
oleh kolektor pajak. Kedua lokasi penelitian memiliki latar belakang yang
berbeda, namun sama sama berada pada Kabupaten Pesawaran. Kecamatan
Kedondong merupakan kecamatan yang cukup jauh dari pusat lbu Kota
Kabupaten Pesawaran yang mana penduduknya mayoritas adalah petani,
namun masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggit terhadap
pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Kecamatan
Gedongtaaan merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesawaran namun pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gedongtataan cukup rendah dan
memiliki banyak kendala. Sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pesawaran dengan

studi penelitian pada Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedongtataan.

D. Jenis Data

Menurut  Sugiyono (2012:225) jenis data pada penelitian adalah

diklasifikasinan menjadi 2, yaitu:
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1. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan dan
merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai
pengumpul data. Dalam hal ini, data yang diperoleh oleh peneliti
merupakan hasil wawancara atau observasi langsung kepada sumber data
yang berkaitn dengan penelitian ini yaitu pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Pesawaran terkait dengan pola pemungutan pajak yang
dilakukan.

2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2012:225) menerangkan bahwa data sekunder
merupakan data yang diperoleh melalui literatur yang sudah ada serta
mendukung penelitian yang berkaitan dengan sumber informasi yang
dibutuhkan. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui orang lain

ataupun dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan pajak pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Pesawaran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang
Pajak Bumi dan Bangunan dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu
oleh peneliti.

Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang memiliki
data yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan di
Kabupaten Pesawaran pada Kecamatan Kedondong dan Kecamatan

Gedongtataan, diantaranya:
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1. Bapak Yunizar, S.IP selaku Kasi Pelayanan Umum yang merupakan

Kolektor Pajak Kecamata Gedong Tataan

2. Bapak Subki yang selaku Kasi Pelayanan Umum dan Merupakan

Kolektor Pajak di Kecamatan Kedondong

3. Bapak Drs. Junaidi, M.M selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten

Pesawaran

E. Teknik Penentuan Informan

Menurut Leedy & Ormrod dalam Samiaji Sarosa (2012:59) dijelaskan bahwa
dalam sebuah penelitian terdapat informan kunci yang merupakan sumber dan
pembimbing bagi peneliti dalam memahami situasi sosial serta menuntun
peneliti untuk berperilaku sebagaimana seharusnya didalam proses penelitian.
Informan kunci memiliki pengetahuan khusus mengenai oranglain, proses,
maupun peristiwa secara terperinci dibandingkan orang lain, dan merupakan

sumber data yang paling berharga bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penentuan informan adalah dengan menggunakan teknik
purposive sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti,
Dalam hubungan ini, lazimnya penentuan sampel berdasarkan atas kriteria
atau pertimbangan tertentu (Faisal, 2010:67). Peneliti menggunakan teknik
purposive sampling dengan pertimbangan, bahwa yang akan menjadi
narasumber dari penelitian ini adalah pelaku pemungut pajak pada Kabupaten

Pesawaran atau yang disebut dengan kolektor pajak.



39

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap

sebagai berikut:

1. Memasuki lokasi penelitian
Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan pra-riset yang
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi lokasi penelitian.
Sehingga ketika proses penelitian, petugas pajak bumi dan bangunan di
Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedongtataan telah mengetahui
maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan tersebut.
Ketika memasuki lokasi penelitian, peneliti telah membawa surat legal
yang telah ditandatangai oleh Dekan | Fakultas limu Sosial dan limu
Politik Universitas Lampung dan membawa surat tembusan dari Dinas
Kebangsaan dan Politik Kabupaten Pesawaran supaya dapat meminta data

yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

2. Ketika berada di lokasi penelitian
Setelah membuat janji pertemuan untuk wawancara pada hari berikutnya,
peneliti mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini
seperti dokumen hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedongtataan. Waktu penelitian
tidak pada hari yang sama, karena kedua tempat yang cukup jauh dan
memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 jam perjalanan jika

dihitung dari tempat tinggal peneliti menggunakan angkutan umum.
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3. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah
ditetapkan sebelumnya. Proses pengumpulan data yang telah dilakukan
oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Menurut Samiaji Sarosa (2012:45) teknik wawancara memungkinkan
peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang beragam dari beragam
responden dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara mendalam
(in-depth interview) merupakan cara peneliti untuk mendapatkan
informasi sedalam-dalamnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti
di Kabupaten Pesawaran Teknik ini dilakukan dengan cara face to face,
sehingga pewawancara dapat mengetahui bagaimana kondisi dan
situasinya. Dalam melakukan wawancara mendalam pada informan yang
terkait, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan
batasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya kepada informan
yang berkaitan dengan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Pesawaran.

Setelah itu, peneliti tidak percaya begitu saja pada apa yang dikatakan
informan karena peneliti perlu melakukan pengecekan dan pengamatan
secara mendalam mengenai informasinya. Dalam penelitian ini, metode
wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada informan sudah

ditetapkan melalui teknik purposive sampling.
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Tabel 2. Data Pelaksanaan Wawancara pada Informan Penelitian:

No Nama Jabatan Waktu

1 | Subki Kasi Pelayanan Umum | 12 Januari 2016
Kecamatan Kedondong

2 | Yunizar, S.IP Kasi Pelayanan Umum | 8 Januari 2016
Kecamatan Gedongtataan

3 | Drs. Junaidi, M.M | Kepala Bidang | 14 Januari 2016
Pendapatan  Kabupaten
Pesawaran

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam melakukan
pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek
penelitian. Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono, 2009:226)
observasi merupakan fakta dari semua ilmu pengetahuan. Seorang peneliti
harus bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dilapangan disamping
melihat data yang ada, sehingga peneliti mampu melihat bagaimana
kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi
dengan mengamati kolektor pajak tingkat desa yang melakukan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran.
Observasi dilakukan pada Hari Minggu 28 Agustus 2016 di Desa

Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang dapat berupa catatan peristiwa
yang telah berlalu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh
Sugiyono (2012:240) bahwa dokumentasi merupakan suatu teknik

mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya
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monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya
catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar
hidup, sketsa dan lain-lain. Metode dokumentasi digunakan sebagai
pelengkap dari dua metode yang penulis lakukan di atas.

Tabel 3. Daftar Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian

No | Dokumen-dokumen Substansi
1. | Undang-undang No. 12 Tahun | Memberikan informasi dan
1985 Tentang Pajak Bumi dan | keterangan secara yuridis
Bangunan mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan
2. | Peraturan Derah Kabupaten | Memberikan informasi dan
Pesawaran No. 2 Tahun 2013 | keterangan secara yuridis
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan | mengenai Pemungutan Pajak
Perdesaan dan Perkotaan Bumi dan Bangunan
Kabupaten Pesawaran
3. | Data Jumlah Ketetapan Pokok | Memberikan informasi
Pajak Kecamatan Gedong Tataan | tentang jumlah ketetapan
tahun 2014 dan 2015 pokok pajak yang harus
dibayar pada tahun 2014 dan
2015 di Kecamatan Gedong
Tataan
4. | Data Jumlah Ketetapan Pokok | Memberikan informasi
Pajak Kecamatan Kedondong tahun | tentang jumlah  ketetapan
2014 dan 2015 pokok pajak yang harus
dibayar pada tahun 2014 dan
2015 di Kecamatan
Kedondong
5. | Laporan realisasi Pajak Bumi dan | Sebagai salah satu data
Bangunan di Kecamatan | primer yang akan menjadi
Gedongtataan  dan  Kecamatan | acuan penentuan efektivitas
Kedondong tahun 2014 dan 2015 Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Pesawaran

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Mokijat (2003:5) pengolahan data adalah kegiatan pemikiran dengan

bantuan tangan atau dengan suatu peralatan dan mengikuti serangkaian
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langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga pada
akhirnya data tersebut baik dalam bentuk, susunan, sifat maupun isinya

menjadi lebih berguna.

Dari pendapat di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa
pengolahan data merupakan serangkaian pemikiran yang dilakukan oleh
peneliti untuk dapat diolah dan dibentuk serta dimanipulasi menjadi bentuk
yang lebih berguna. Tujuan pengolahan data ini supaya data yang diperoleh

dapat memberikan informasi yang berguna dalam penelitian.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan yaitu
wawancara, dokumentasi dan observasi, maka hasil data yang diperoleh dari
proses wawancara, dokumentasi dan observasi itu diolah dengan cara :

1. Invetarisasi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan
dengan cara merekam (recording) hasil wawancara yang dilakukan
sebelum dijabarkan melalui tulisan oleh peneliti. Data yang diperoleh
dari hasil dokumentasi berupa Peraturan Daerah, Undang-undang,
serta seluruh data dari literatur yang mendukung dan dokumen-
dokumen penting yang diperlukan oleh peneliti terkait dengan

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Penyeleksian data sesuai dengan tujuan penulisan dan permasalahan
yang akan diteliti oleh peneliti. Penyeleksian ini dilakukan untuk

menyaring informasi-informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam
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proses penelitian, sehingga peneliti dapat memilih nama data yang

berguna dan mana data yang tidak dapat dipakai dalam penelitian.

3. Menyusun data dilakukan untuk menentukan posisi data tersebut
supaya menjadi lebih sistematis sehingga sesuai dengan alur analisis

yang telah dibuat oleh peneliti.

Selain menggunakan pengolahan data yang telah dirancang oleh peneliti di
atas, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data supaya data yang

diperoleh merupakan data yang akurat.

. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisa
kualitatif, peneliti menganalisis data dengan cara menjelaskan dengan bentuk
yang logis. Menurut Sugiyono (2012:244) teknik analisis data merupakan
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh
melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh

diri sendiri dan orang lain.
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Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan

Huberman (Sugiyono, 2012:246), yaitu :

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu
dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Karena semakin lama peneliti kelapangan akan semakin
banyak jumlah datanya, kompleks dan rumit. Data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang jelas untuk peneliti, sehingga

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Pada penelitian Kkali ini peneliti melakukan rekduksi data seperti ketika
melakukan wawancara kepada para informan, banyak informasi yang tidak
berkaitan dengan fokus penelitian, seperti ketika informan menceritakan
tentang keluarga informan yang masih menjadi siswa SMA di salahsatu
Sekolah Swasta di Kabupaten Pesawaran. Hasil wawancara yang tidak
berkaitan dengan fokus penelitian tersebut dibuang, untuk selanjutnya data

yang didapat diklasifikasikan.

2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data.
Data yang disajikan oleh peneliti dilakukan dalam bentuk uraian singkat
dari hasil wawancara yang dilakukan, tabel, hubungan antar kategori yang

disesuaikan dengan reduksi yang telah ditentukan. Miles dan Huberman



46

dalam Sugiono (2012:249) menyatakan : “the most frequent form of
display data forqualitative research data in the pas has been narative tex”
artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian
data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.

. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan
masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas,

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
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Teknik Keabsahan Data

Menentukan validitas data dalam penelitian kualitatif memerlukan kriteria
untuk memperoleh tingkat kepercayaan penemuan. Hal ini serupa dengan
yang dinyatakan oleh Sugiyono (2010:117) bahwa validitas data merupakan
derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data
yang dapat dilapor kan oleh peneliti. Oleh sebab itu, penyajian data terkait
dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan apa yang peneliti berikan akan
menjadi salah satu ukuran validitas data tersebut. Dalam hal ini, penelitian

ini, uji validitas yang peneliti gunakan adalah triangulasi.

Metode penelitian dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua
asumsi yaitu pertama, pada level pendekatan, teknik triangulasi digunakan
karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan menggunakan dua
metode sekalugus yakni, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian
kualitatif. Hal ini didasarkan karena masing-masing metode memiliki
kelebihan dan kelemhan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang
berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan. Suatu
masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan sangat berbeda
jika dilihat dengan menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu, akan
sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang berbeda tersebut digunakan
berbsama-sama dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga diharapkan

dapat mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan sempurna.
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Asumsi yang kedua yang mendasari penggunaan teknik triangulasi yakni,

pada level pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian dengan

menggunakan triangulasi yang peneliti lakukan, peneliti menekankan pada

metode kualitatif, sehingga data kuantitatif pada penelitian ini hanya

digunakan sebagai fasilitator dalam membantu melancarkan kegiatan

penelitian.

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data

dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam

triangulasi yaitu,

1)

2)

Triangulasi sumber, Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam
penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa sumber yaitu,
Kolektor pajak Kecamatan Gedong Tataan, Kolektor Pajak Kecamatan
Kedondong dan Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Pesawaran. Data
dari beberapa sumber tersebut peneliti deskripsikan, dikategorisasikan,
mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda kemudian peneliti
spesifikan lagi. Sehingga data yang sudah peneliti dapatkan dapat

menghasilkan suatu kesimpulan.

Triangulasi Teknik, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
teknik yang berbeda. Dalam hal ini, data yang telah diperoleh dengan

wawancara kepada para narasumber di Kecamatan Kedondong dan
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Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian peneliti cek
dengan observasi dan dokumentasi. Meskipun demikian, pada teknik
pengujian kredibilitas data tersebut, peneliti menemui data yang berbeda-
beda, sehingga peneliti melakukan pengecekan lebih lanjut pada sumber
data yang berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan, untuk

memastikan bahwa data yang peneliti dapatkan dapat diolah dan valid.

Triangulasi Waktu,waktu pengamatan dilakukan untuk memperoleh
kredibilitas data yang baik. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas
data yang dilakukan oleh peneliti telah dilakukan dengan cara wawancara,
waktu penentuan wawancara telah disepakati sebelumnya, sehingga
informan yang diwawancarai sudah merasa tidak canggung lagi ketika
peneliti menanyakan hal-hal terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat
perbedaan waktu yang cukup lama antara waktu wawancara dengan proses
observasi yang dilakukan oleh peneliti. Bila hasil uji menghasilkan data
yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan
kepastian datanya.  Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara
mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas

melakukan pengumpulan data.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten Daerah Otonomi Baru
yang merupakan daerah pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan.
Kabupaten tersebut terbentuk setelah melalui perjuangan pembentukan
kabupaten dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pada tahun 1968, dimulai
dengan usulan pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi 3 (tiga)
kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota di Kota Agung, yang telah ada

pada tahun 1997,

2. Kabupaten Rajabasa dengan ibukota di Kalianda, dan

3. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota di Gedong Tataan.

Kabupaten pesawaran awalnya berada pada belahan barat dari kabupaten
Lampung selatan. Selanjutnya dalam kurun era dan semangat reformasi dan
desentralisasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan di belahan barat
melanjutkan perjuangan pendahulunya dengan melakukan terobosan demi
terwujudnya Kabupaten Pesawaran melalui proses yuridis formal dengan

Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) yang tertuang
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dalam SK. Nomor : 021/P3KP/PPK/IV/2001, pada akhirnya terbentuklah
Kabupaten Pesawaran melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2007, dengan
hari jadi dengan ditandai peresmian oleh Menteri Dalam Negeri Pada Tanggal
2 November 2007. Pada saat itu, Kabupaten Pesawaran terdiri dari 7 (tujuh
kecamatan), yakni Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada,
Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan,
Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, hingga pada tahun
2012 dimekarkan kembali dengan penambahan kecamatan Marga Punduh
pemekaran kecamatan Punduh Pidada dan Way Khilau yang merupakan

pemekaran dari Kecamatan Kedondong.

. Kondisi Administratif

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam tujuh kecamatan,
yaitu Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima,
Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng. Dari data yang ada,
Kecamatan Padang Cermin mempunyai luas wilayah terbesar, yakni seluas

31.763 (BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013).

Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan
kecil. Tiga pulau terbesar adalah pulau Legundi, pulau Pahawang dan pulau
Kelagian. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang
tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki

ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.
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Tabel 4. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Luas Wilayah
No Nama Jumlah Administrasi Terbangun
Kecamatan | Kelurahan/Desa (Ha) % thd (Ha) %thd
total total
1 | Gedung 19 9.706 | 5,243 - -
Tataan
2 | Negeri 19 19.044 | 10,287 | - -
Keraton
3 | Tegineneng | 16 56.279 | 30,399 | - -
4 | WayLima |16 38.043 | 20,549 | - -
5 | Padang 31 21.962 | 11,863 | - -
Cermin
6 | Punduh 11 15.858 | 8,566 - -
Pidada
7 | Marga 10 10.970 | 5,925 - -
Punduh
8 | Kedondong | 12 6.660 | 3,579 - -
9 | Way Khilau | 10 6.611 | 3,571 - -
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
Tabel 5: Jumlah Penduduk dan kepadatannya
Jumlah Kepadatan
No Ketl;r;n;can Penduduk Jumiah KK Penduduk
2013 2014 2013 | 2014 | 2013 | 2014
1 | Gedung Tataan | 27,142 | 36,913 | 5,428 7,383 | 226 308
2 | Negeri Keraton | 17,516 | 23,822 | 3,503 4,764 | 146 199
3 | Tegineneng 15,308 | 20,819 | 3,062 4,164 | 128 174
4 | Way Lima 10,348 | 14,073 | 2,070 2,815 | 86 117
5 | Padang Cermin | 26,368 | 35,861 | 5,274 7,172 | 220 299
6 | Punduh Pidada | 4,313 5,866 | 863 1,173 | 36 49
7 | Marga Punduh 4,563 6,206 | 913 1,241 | 38 52
8 | Kedondong 11,154 | 15,170 | 2,231 3,034 | 93 127
9 | Way Khilau 8,618 11,721 | 1,724 2,344 | 72 98

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2014

C. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang terbentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2013 tentang
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Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pesawaran. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati,
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pesawaran dibidang pendapatan
daerah yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendapatan
Kabupaten Pesawaran mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;

b. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pendapatan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pesawaran dibidang

Pendapatan Derah;

e. Pelayanan Administratif.

Didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kabupaten
Pesawaran mempunyai kewenangan yaitu :
a. Pemberian bimbingan, pembinaan dan penyelenggaraan koordinasi
teknis bidang pendapatan daerah

b. Pelaksanaan penyuluhan penerimaan pendapatan daerah
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c. Pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokok

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendapatan
daerah

e. Pelaksanaan bidang pendaftaran dan pendapatan wajib Pajak/Retribusi
Daerah

f. Menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah

g. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan verifikasi bidang pendapatan
daerah

h. Pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan penggalian sumber
pendapatan daerah

i. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengadministrasian dan
penagihan PBB dan BPHTB

J. Pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah
k. Pengelolaan pendapatan dari sumber penerimaan bagi hasil pajak dan

bagi hasil bukan pajak.

D. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran

Visi :
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan yang
Profesional menuju Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang Sehat dan
Sejahtera melalui Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Amanah dengan

mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Daerah”.
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Mewujudkan Koordinasi yang baik dan handal antara Dinas/Instansi
pengelola penerimaan Daerah.

Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Daerah demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran
dengan tidak memberikan beban ekonomi tinggi kepada masyarakat.
Mewujudkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan Daerah.

Mewujudkan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur
Daerah dibidang Pendapatan

Menyajikan Laporan Penerimaan Daerah yang transparant, akurat dan
akuntabel.

Menyelenggarakan Sosialisasi, bimbingan dan pembinaan kepada
masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah.

Menyelenggarakan Pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan

efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Pesawaran, Dinas Kabupaten Pesawaran memiliki susunan

organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :
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1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional,
membawahi :
1) Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi Pendapatan;
2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
d. Bidang Pendapatan, membawabhi :
1) Seksi Pendapatan;
2) Seksi Penagihan.
e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan membawahi:
1) Seksi Pendaftaran;
2) Seksi Penetapan Keberatan.
f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawabhi :
1) Seksi Pembukuan;
2) Seksi Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Tugas dan Fugsi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin dinas sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan kewenangan dinas, melaksanakan pembinaan terhadap

aparatur dinas agar melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna,
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melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan pendapatan daerah dengan instansi pemerintah
dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program
kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah
tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan, protokol dan
pembuatan laporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas pokok Kepala Sub Bagian
Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam rangka

penyusunan program kerja dinas.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum adalah melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris di bidang surat menyurat, kearsipan perbekalan, peralatan dan
perawatan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan
dan ketertiban dalam lingkungan dinas, ketatalaksanaan dan urusan rumah
tangga lainnya. Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi keuangan yang
meliputi penyusunan anggaran dinas pembukuan dan pertanggungjawaban

serta laporan keuangan.

Tugas pokok Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan adalah melakukan

koordinasi program kerja dinas di bidang pendataan dan penetapan terhadap
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seluruh pajak retribusi daerah. Tugas pokok Kepala Seksi Pendataan dan
Pendaftaran adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan
penetapan di bidang pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib
retribusi daerah. Tugas pokok Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan adalah
melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan di bidang

perhitungan dan penetapan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Tugas pokok Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian adalah
melakukankoordinasi ~ penyusunan  Program  Kerja  Dinas  untuk
mengoptimalkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta
pengendalian operasional. Tugas pokok Kepala Seksi Penagihan dan
Penerimaan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang penerimaan dan
pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan wajib pajak daerah dan
wajib retribusi daerah. Tugas pokok Kepala Seksi Pengendalian dan
Operasional adalah melaksanakan sebagian tugas bidang penerimaan dan
pengendalian di bidang pengendalian dan operasional wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah.

Tugas pokok Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah melakukan
koordinasi penyusunan program kerja dinas di bidang pembukuan dan
pelaporan terhadap seluruh penerimaan daerah. Tugas pokok Kepala Seksi
Pembukuan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pembukuan dan
pelaporan di bidang pembukuan terhadap seluruh penerimaan daerah. Tugas

pokok Kepala Seksi Pelaporan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang
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pembukuan dan pelaporan di bidang pelaporan terhadap seluruh penerimaan
daerah.

F. Gambaran Umum Pemerintahan dan Perangkat Kecamatan Gedong
Tataan dan Kecamatan Kedondong

F.1. Kecamatan Gedong Tataan

Kecamatan Gedong Tataan merupakan ibukota dari Kabupaten Pesawaran
setelah menjadi daerah otonomi baru. Dalam melaksanakan tugas, di
kecamatan Gedong Tataan terdapat seorang Camat, seorang Sekretaris, 3

(tiga) Kepala Sub Bagian, dan 5 (lima) Kepala Seksi/Kasi.

Tabel 6. Susunan Organisasi Kecamatan Gedong Tataan

No | Nama Jabatan

1. | Drs. M. Igbal, MM Camat

2. | Zainal Abidin, SE Sekretaris

3. | Aditya Desilma  Putra, | Kasubbag Umum

S.H.,M.Kn

4. | Diana Fitria, S.E, M.M Kasubbag Keuangan

5. | Budi Setiawan, S.I1.P., MM Kasubbag Perencanaan

6. | Iffah Risfalida.BA Kasi Tata Pemerintahan

7. | Mulyono, BA Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kel

8. | Usman Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum

9. | Yunizar, S.I.P Kasi Pelayanan Umum

10. | Taskini, S.H., M.H Kasi Kesejahteraan Sosial

Sumber: Profil Kecamatan Gedong Tataan

Struktur aparatur pemerintahan di kecamatan Gedong Tataan dipimpin oleh
seorang camat yang bernama Drs. M. Igbal, MM dengan didampingin oleh
sekretaris kecamatan vyaitu Zainal Abidin, SE. Sekretaris kecamatan
membawahi 3 kepala sub bagian yang bekerjasama dalam bidang administrasi

yaitu Aditya Desilma Putra, S.H.,M.Kn sebagai kepala sub bagian umum,



60

Diana Fitria, S.E, M.M sebagai kepala sub bagian keuangan dan Diana Fitria,
S.E, M.M sebagai kepala sub bagian perencanaan. Selain itu juga dalam
struktur aparatur kecamatan kedondong terdapat beberapa kepala seksi atau
sering disingkat sebagai kasi yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidangnya masing masing. Terdapat 5 kepala
seksi dalam struktur aparatur pemerintahan di kecamatan Gedong Tataan,
yaitu Iffah Risfalida.BA sebagai kepala seksi tata pemerintahan, Mulyono,
BA sebagai kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa/kel, Usman sebagai
kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, Yunizar, S.I.P sebagain
kepala seksi dari pelayanan umum dan Taskini, S.H., M.H sebagai kepala

seksi dari kesejahteraan sosial.

F..2. Kecamatan Kedondong

Kecamatan Kedondong merupakan salah satu dari kecamatan yang jauh dari
pusat kabupaten pesawaran. Di bawah ini merupakan tabel dari petugas

pemerintah kecamatan Kedondong.

Tabel 7. Susunan Organisasi Kecamatan Kedondong

No | Nama Jabatan

1. | Zainuren, S.Pd.,M.M.

Camat

Ahmad Rosani, M.Pd

Sekretaris

Kusuma Adi , S.Pd

Kasubbag Umum

Eko Purwianto

Kasubbag Keuangan

Yuli Yanto, S.Pd

Kasubbag Perencanaan

Syamsulidar Zaini

Kasi Tata Pemerintahan&Pertanahan

N g~ win

Usman, S.E

Kasi  Pemberdayaan = Masyarakat
Desa/Kel

8. | Isdianto, S.Sos

Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum

9. | Subki

Kasi Pelayanan Umum

10. | Yung Martinus

Kasi Kesejahteraan Sosial
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Struktur aparatur pemerintahan kecamatan Kedondong dipimpin oleh seorang
camat yang bernama Zainuren, S.Pd.,M.M. dan didampingi oleh sekretaris
camat yang bernama Ahmad Rosani, M.Pd yang bertanggungjawab atas
camat. Sekretaris camat bekerjasama dengan 3 kepala sub bagian yang
masing-masing memiliki tugas dan fungsi yaitu, Kusuma Adi , S.Pd sebagai
kepala sub bagian umum, Eko Purwianto sebagai Kepala sub bagian
Keuangan dan Yuli Yanto, S.Pd sebagai kepala sub bagian perencanaan.
Dalam struktur aparatur pemerintahan kecamatan Kedondong juga terdapat
beberapa kepala seksi yaitu Syamsulidar Zaini sebagai kepala seksi tata
pemerintahan dan pertanahan di kecamatan kedondong, Usman, S.E sebagai
kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Isdianto, S.Sos
sebagai kepala seksi ketentraman dan ketertuban umum, Subki sebagai kepala
seksi pelayanan umun dan Yung Murtinus sebagai kepala seksi kesejahteraan

sosial.

Luas wilayah kecamatan Kedondong adalah 73,37 km? dan terdiri dari 12
desa. Letak kecamatan Kedondong yaitu sebelah timur, barat serta utara
berbatasan dengan kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dan
sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.
Jumlah Penduduk di kecamatan Kedondong yaitu 43.860 penduduk, dengan

jumlah kepala keluarga 10.228 kepala keluarga.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 05 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran,

Pemerintah Kecamatan di kedua lokasi penelitian terdiri dari:

a. Camat
Camat diangkat oleh Bupati/Walikota Berdasarkan usul Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

b. Petugas Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan
Sekretaris kecamatan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
kepada camat. Sekretaris kecamatan memiliki tugas pokok untuk
melaksanakan urusan umum, menyusun perencanaan dan pengelolaan
administrasi bersama dengan 3 sub bagian yang di bawahinya.

2. Kepala Sub Bagian
Kepala sub-bagian bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.

3. Kepala Seksi
Kedudukan Kepala Seksi atau Kasi yaitu sebagai unsur pembantu
Sekertaris Kecamatan dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya Yyaitu
menjalankan kegiatan-kegiatan Sekertaris Camat dalam bidang
tugasnya masing-masing. Kepala Seksi di Kecamatan Gedong Tataan
dan Kecamatan Kedondong ada 5 yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum

dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Efektivitas Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” studi kasus di Kecamatan Gedong
Tataan dan Kecamatan Kedondong dan wawancara dengan  beberapa
narasumber serta dokumentasi yang disertakan. Maka penulis mengemukakan

beberapa simpulan dan memberikan saran sebagain berikut:

A. Simpulan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran tahun 2014-
2015 berdasarkan kriteria pengukuran efektifitas, dapat dikatakan belum
efektif. Karena dari hasil wawancara yang telah dilakukan, masih ada
beberapa beberapa kendala yang belum bisa diselesaikan oleh kolektor pajak
di Kabupaten Pesawaran, terutama tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan yang secara global masih rendah. Hal ini
dapat pula kita lihat dari tabel hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
yang masih berada dibawah rata-rata atau kurang dari target yang ditentukan

setiap tahun pada caturwulan ke-3.
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Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut: efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan

oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesawaran masih kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dan hasil dari penelitian

yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pesawaran
perlu diadakan upah pungut untuk para kolektor pajak disesuaikan dengan
presentase pencapaian Pajak Bumi Bangunan di setiap Kecamatan.
Sehingga, apabila ada sebuah Kecamatan sudah  memenuhi target
persentase yang ditentukan, bisa dikeluarkan upah pungut untuk kolektor
pajak dan tidak menunggu terpenuhinya target di Kabupaten. Hal ini dapat
memberikan suntikan semangat kepada kolektor pajak supaya dapat
menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dapat memberikan
sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat mengenai pentingnya
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran.
Memberikan tindakan yang tegas terhadap wajib pajak yang memiliki
kewajiban membayar pajak namun subjek pajak tinggal di luar Kabupaten
Pesawaran dengan cara memberi peringatan secara langsung melalui surat
panggilan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang ditembuskan

kepada Jendral Pajak supaya memberikan efek jera kepada Subjek Pajak.
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3. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia untuk memudahkan kolektor
pajak dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten

Pesawaran.
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